
Pendahuluan 

Laranganpraktik monopoli ditem-

patkan oleh pembentuk undang-un-

dang sebagai bagian dari judul 

Undang-undang Persaingan Usaha 

Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 

disebut dengan UUPU) bukan tanpa 

sebab dan alasan. Kata ”Larangan-

praktik monopoli” juga bukan kata 

yang tanpa makna. Bagi pelaku 

usaha kata tersebut cukup berarti 

terhadap peletakan strategi bisnis 

dalam perusahaan. Dalam tataran 

yuridis dalam UUPUterdapat dua 

kata memiliki kemiripan yang digu-

nakan secara berganti-ganti, yakni 

kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 

poli”. Kendatipun demikian, dari 

segi makna kedua istilah tersebut 

terkandung perbedaan yang cukup 

mendasar. Kata “praktik monopoli” 

menjadi prinsip larangandalam 

UUPU sementara itu ”monopoli” 

tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 

ngan dalam UUPU. Hal ini menun-

jukkan bahwa pada dua kata tersebut 

memang memiliki arti dan makna 

yang berbeda.

Mengingat sudah menjadi karak-

ter bagi setiap pelaku usaha jika 

selalu ingin menguasai pasar dan 

memenangkan persaingan didalam 

pasar, maka tidak segan-segan 

pelaku usaha melakukan tinda-

kan-tindakan yang cenderung meng-

abaikan kode etik yang lazim dite- 

rapkan dalam bisnis bahkan tidak 

peduli umtuk melanggar aturan 

hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 

beberapa pelaku usaha dihadapkan 

pada persoalan pelanggaran aturan 

hukum, khususnya hukum  persai- 

ngan usaha dan menjadi pihak yang 

harus mempertanggung jawabkan 

segala tindakan pelanggarannya 

dihadapan badan yang mengawasi 

perilakupelaku usaha di Indonesia, 

yaitu Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  

Dari beberapa larangan yang 

diatur dalam UUPU, terdapat salah 

satu larangan  yang dapat dikualifi-

kasikan sebagai pelanggaran UUPU 

adalah melakukan tindakan praktik 

monopoli. Ketentuan Pasal 17 

UUPU adalah parameter yuridis 

untuk mengkualifikasikan suatu 

tindakan termasuk praktik monopoli 

atau bukan. KetikaKPPU menemu-

kan salah satu dari kriteria pasal 

tersebut telah dilakukan oleh pelaku 

usaha, maka KPPU  berhak untuk 

melakukan penyidikan dan penyeli-

dikan kepada pelaku usaha yang 

bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 

ngawas kegiatan pelaku usaha, 

KPPU memiliki kewenangan yang 

cukup besar terhadap segala bentuk 

perilaku pelaku usaha yang melang-

gar Pasal 35 UUPU.

KPPU memiliki kewenangan 

menangani perkara yang berbeda 

dengan pengadilan perdata yang 

menangani hak-hak perorangan yang 

bersifat privat, karena perkara yang 

ditangani KPPU bersifat publik. Hal 

ini sesuai dengan tujuan Hukum 

persaingan usaha yang tercantum 

dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 

”menjaga kepentingan umum dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 

Sehingga tugas KPPU harus menjaga 

kondisi perekonomian nasionalagar 

tercipta iklim persaingan usaha yang 

sehat melalui putusan-putusan yang 

dibuatnya tidak terdistorsi oleh 

kepentingan kelompok tertentu saja. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, dapat dirumuskan permas-

alahan berikut, bagaimanakah imple-

mentasi prinsip larangan praktik 

monopoli dalam putusan KPPU 

(melalui putusan hakim komisioner) 

? Untuk mengkajinya dapat dicerma-

ti dari pertimbangan hakim komi- 

sioner (ratio decidendi) dalam putu-

sannya.

Pembahasan 

1. Prinsip Larangan Praktik 

Monopoli Dalam UUPU 

Parameter yang digunakan oleh 

UUPU untuk mengetahui pelaku 

usaha melakukan monopoli atau 

tidak, terdapat dalam Pasal 17 

UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-

kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 

(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:

a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau

b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau

c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.

Mencermati rumusan Pasal 17 di 

atas memberi pemahaman bahwa 

pelaku usaha akan dianggap melaku-

kan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran jika perilakunya 

memenuhi kualifikasi unsur-unsur 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 

atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-

natif artinya cukup terdapat salah 

satu unsur saja seorang pelaku usaha 

sudah dapat dikualifikasikan sebagai 

telah melakukan kegiatan praktik 

monopoli. 

Pada asasnya segala bentuk 

kegiatan maupun perjanjian yang 

dilakukan pelaku usaha jika mengki-

batkan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat adalah 

dilarang. Monopoli tidak dilarang 

sepanjang tidak mengakibatkan 

praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, karena tidak 

semua monopoli merugikan ada juga 

monopoli yang menguntungkan 

(aspek positif monopoli). Sedangkan 

yang dimaksud dengan aspek negatif 

monopoli adalah pengertian dari 

praktik monopoli itu sendiri, yakni 

kegiatan monopoli yang senantiasa 

menimbulkan inefesiensi sumber 

daya dan kerugian pada masyarakat.

Monopoli dan persaingan sebagai 

dua konsep yang memiliki sisi positif 

bagi persaingan dan sisi negatif bagi 

monopoli hal itu merupakan pandan-

gan yang sangat sederhana. Kalau 

dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 

saling memiliki aspek-aspek positif 

maupun aspek negatif, tergantung 

sasaran apa yang hendak dicapai dari 

masing-masing. Misalnya, monopoli 

yang dilakukan untuk melindungi 

sumber daya yang vital dari eksploi-

tasi pihak-pihak yang mencari keun-

tungan sendiri, maka monopoli itu 

dianggap sebagai sisi positif dari 

monopoli. Sebaliknya, persaingan 

yang berkonotasi baik bisa beraspek 

negatif, jika persaingan itu terjadi 

tanpa kendali dan pengawasan dari 

negara, tidak lagi mempertimbang-

kan aspek ekonomi, akhirnya yang 

terjadi persaingan yang saling 

mematikan, yang kuat menghancur-

kan yang lemah, maka tujuan 

persaingan yang seharusnya mem-

beri kesejahteraan yang maksimal 

kepada masyarakat dan kesempatan 

yang sama kepada pelaku usaha 

tidak dapat terwujud. 

Berdasarkan pengertian monopoli 

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

UUPU, terkandung dua unsur pen- 

ting dalam monopoli, yaitu (1) 

adanya penguasaan atas produk, dan 

atau pemasaran barang dan atau atas 

penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-

kan oleh satu pelaku usaha atau satu 

kelompok pelaku usaha. 

Adapun bentuk kegiatan pengua-

saan atas produksi dan pemasaran 

yang dilarang itu memiliki kriteria 

sebagai berikut : (1) penguasaan atas 

produksi, (2) penguasaan atas 

pemasaran produksi atau jasa, (3) 

barang dan jasa yang berada di 

bawah penguasaan itu tidak ada 

substitusinya di pasar, (4) praktik 

tersebut mengakibatkan terjadinya 

monopoli atau persaingan usaha 

tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)

Hal ini artinya penguasaan atas 

produk dan pemasaran suatu produk-

si tidak dilarang oleh undang-undang 

sepanjang tidak meniadakan atau 

mengurangi persaingan di pasar 

(lessen competition), seperti kasus 

paling aktual saat ini yang dilakukan 

oleh Carrefour. 

Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 

memuat pengertian dari praktik 

monopoli, yang mengandung unsur- 

unsur : (1) Terjadinya pemusatan 

kekuatan ekonomi pada satu atau 

lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 

penguasaan atas produksi atau 

pemasaran barang atau jasa tertentu, 

(3) Terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 

merugiakan kepentingan umum 

(Kagramanto, 2007 : 181)

Jika dibandingkan dengan kriteria 

praktik monopoli terdapat dalam 

Pasal 17 ayat (2), yang memuat 

unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-

tan penguasaan atas suatu produk, (2) 

Melakukan perbuatan atas pemasa-

ran suatu produk, (3) Penguasaan 

tersebut dapat mengakibatkan terjad-

inya praktik monopoli, (4) pengua-

saan tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat. 

Konsep praktik monopoli menga-

rah pada pengertian pemusatan 

kekuatan ekonomi, artinya terdapat 

korelasi antara praktik monopoli 

dengan pemusatan ekonomi. Pemu-

satan kekuatan ekonomi jangkauan- 

nya lebih luas daripada sekedar 

penguasaan pasar (bidang pemasa-

ran) karena menyangkut juga pada 

bidang produksi. Penguasaan pasar 

mengakibatkan berkurangnya per- 

saingan (lessen competition) uji 

materiilnya melalui struktur pasar 

sedangkan pemusatan kekuatan 

ekonomi menimbulkan konglomera-

si batu ujinya melalui perilaku pasar.

Untuk membuktikan unsur-unsur 

yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 

(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 

yakni : (1) Tidak terdapat produk 

substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 

sulit masuk kedalam pasar persai- 

ngan terhadap produk yang sama 

dikarenakan hambatan masuk yang 

tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 

adalah pelaku usaha yang mempu-

nyai kemampuan bersaing yang 

signifikan dalam pasar bersangkutan, 

(4) Satu atau satu kelompok pelaku 

usaha telah menguasai lebih dari 

50% pangsa pasar suatu jenis produk 

(Winardi, 1996 : 457)

Pengertian unsur-unsur akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Produk substitusi

 Didalam Kamus Ekonomi, 

substitutional goods artinya 

benda-benda pengganti, yaitu 

adanya hubungan antara dua 

benda atau lebih, demikian rupa 

hingga benda x dapat mengganti-

kan benda y. Dengan demikian  

pengertian ini dapat dibedakan 

dengan pengertian benda-benda 

komplementer. Benda komple-

menter berfungsi sebagai benda 

pelengkap dari benda utama, 

tetapi tidak menggantikan fung-

sinya. 

 Beranjak dari pengertian di 

atas,  terjadinya  praktik monopoli 

didalam pasar ditandai dengan 

adanya satu jenis produk dalam 

pasar yang bersangkutan, tidak 

ditemukan barang pengganti yang 

menjadi alternatif bagi konsumen 

untuk memilih jenis lainnya yang 

lebih murah. Akibatnya penjual 

produk tersebut dapat memainkan 

harga karena pasarnya berada 

dalam penguasaannya.

 Oleh karena pasar hanya 

dikuasai satu jenis barang 

tertentu, maka didalam pasar 

tidak terjadi persaingan. Pasar 

yang tidak persaingan, pelaku 

usaha cenderung menentukan 

harga sesuai dengan kehendak- 

nya. Sehingga konsumen tidak 

memperoleh harga murah  yang 

lebih kompetitif dibandingkan 

dengan harga yang ditetapkan.

 Istilah substitusi juga ditemu-

kan didalam definisi pasar 

bersangkutan yang terdapat pada 

Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-

kan bahwa:

”Pasar bersangkutan adalah pasar 

yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu 

oleh pelaku usaha atas barang dan 

atau jasa yang sama atau sejenis 

atau substitusi dari barang dan 

atau jasa tersebut”.

 Untuk menilai sifat substitusi 

dari suatu produk dengan produk 

yang lain dapat digunakan dengan 

menggunakan pendekatan terha-

dap elastisitas permintaan dan 

penawaran melalui analisis prefe-

rensi konsumen. Dalam melaku-

kan analisis preferensi konsumen 

digunakan tiga parameter utama 

sebagai alat pendekatan, yaitu 

harga, karakter, dan kegunaan 

(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 

: 18) Produk dalam suatu pasar 

tidak harus bersifat perfect substi-

tutes, karena sulit untuk menemu-

kannya, oleh sebab itu bisa 

dengan konsep close substitutes. 

Produk dalam suatu pasar tidak 

harus memiliki kualitas yang 

sama, oleh sebab itu, sepanjang 

konsumen menentukan bahwa 

produk terkait memiliki karakter 

dan fungsi yang sama, maka 

produk tersebut dapat dikatakan 

sebagai substitusi satu dengan 

lainnya. Untuk menerapkan Pasal 

1 angaka 10 telah dikeluarkan 

peraturan KPPU No.3 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penerapan 

Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 

Bersangkutan.

2. Barrier to entry

 Bentuk  Barrier to entry dapat 

berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 

perusahaan dari sisi kebijakan 

publik dari sisi perusahaan strate-

gi yang diterapkan tidak hanya 

untuk menjaga kekuatan pasarnya 

melainkan juga mempertahankan 

laba monopolisnya. Sedangkan 

yang berasal dari kebijakan 

pemerintah biasanya memiliki 

tujuan tertentu, seperti kondisi 

alami industri yang merupakan 

natural monopoly.

3.  Penguasaan Pasar (Market 

Share)

 Menjadi penguasa dalam 

suatu jenis pasar merupakan hara-

pan dari setiap pelaku usaha, 

dengan menjadi penguasa yang 

nyata atas suatu pasar berarti 

pemusatan kekuatan ekonomi 

telah berada dalam genggaman 

pelaku usaha tersebut. Dengan 

kekuatan pasar yang dimilikinya 

itu pelaku usaha dapat menentu-

kan harga barang atau jasa dan 

dampak selanjutnya adalah keun-

tungan yang optimal pasti akan 

dapat diraihnya. Adapun wujud 

penguasaan pasar, dilakukan 

dengan cara: 1). Jual rugi (preda-

tory Pricing) dengan maksud 

untuk mematikan pesaingnya, 2). 

Melalui pratik penetapan biaya 

produksi secara curang serta 

biaya lainnya yang menjadi kom-

ponen harga barang, serta, 3). 

Perang harga maupun persaingan 

harga (Fahmi, 2009 : 139).

 Berbagai bentuk tindakan 

penguasaan pasar seperti ini 

hanya mugkin  dilakukan oleh 

pelaku usaha yang memiliki 

market power. Tolok ukur 

penguasaan pasar tidak harus 

menguasai sebesar 100%, 

penguasaan sebesar 50% atau 

75% saja sudah dapat dikatakan 

memiliki market power.

 Seperti didalam Pasal 17, 

kriteria menguasai pasar diberi-

kan batas lebih dari 50%, pelaku 

usaha yang menguasai pasar sebe-

sar 50% dapat diduga atau diang-

gap melakukan praktik monopoli 

yang merugikan kepentingan 

umum. Pasal 17 bersifat rule of 

reason, untuk dapat membuktikan 

adanya kerugian masyarakat perlu 

dilakukan berbagai penelitian dan 

kajian dari ahli hukum dan ahli 

ekonomi.

2.  KPPU Sebagai Lembaga 

Pengawasan Kegiatan Pelaku 

Usaha

 

Di Indonesia lembaga yang 

berwenang menjalankan fungsi 

pengawasan kegiatan pelaku usaha 

adalah Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha atau disingkat dengan KPPU. 

Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-

kan,”Untuk mengawasi Undang-un-

dang ini dibentuk Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha yang selanjutnya 

disebut Komisi”, dan didalam Pasal 

30 ayat (3) disebutkan bahwa, 

”Komisi bertanggung jawab kepada 

Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 

(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-

kan Komisi serta susunan organisasi, 

tugas, dan fungsinya ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden”. Ak- 

hirnya KPPU didirikan pada tanggal 

8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 

75 Tahun 1999 tentang Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. 

Dengan demikian, penegakan 

Hukum Persaingan Usaha serta 

pengawasan terhadap pelaku usaha 

berada dalam kewenangan KPPU.

Sebagai lembaga pengawas 

kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-

liki kewenangan yang cukup besar 

terhadap segala bentuk perilaku 

pelaku usaha. Kewenangan tersebut 

meliputi penyidikan, penuntutan, 

konsultasi, memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara pelanggaran 

hukum persaingan oleh pelaku 

usaha. Namun bukan berarti tidak 

ada lembaga lain yang berwenang 

menangani perkara monopoli dan 

persaingan usaha, Pengadilan Negeri 

(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 

juga diberi wewenang untuk mena- 

ngani perkara persaingan. Penga-

dilan Negeri diberi wewenang untuk 

menangani keberatan terhadap putu-

san KPPU. dan menangani pelangga-

ran hukum persaingan yang menjadi 

perkara pidana karena tidak dijalan- 

kannya putusan KPPU yang sudah in 

kracht. Sedangkan MA diberi 

kewenangan untuk menyelesaikan 

perkara pelanggaran hukum persai- 

ngan apabila terdapat keberatan atas 

putusan PN tersebut dengan menga-

jukan kasasi. Putusan MA harus 

dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 

permohonan kasasi diterima. 

Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-

kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 

Lembaga Independen yang terlepas 

dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 

rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-

ti bahwa KPPU merupakan lembaga 

yang independen. Hal ini ditegaskan 

lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 

1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 

(2) bahwa, anggota Komisi yang 

menangani perkara dilarang:

a. mempunyai hubungan sedarah 

atau semenda sampai derajat ke 

tiga dengan salah satu pihak yang 

berperkara; atau

b. mempunyai kepentingan dengan 

perkara yang bersangkutan.

Untuk menjaga independensi dan 

integritas anggota Komisi,  per- 

syaratan untu menjadi anggota 

Komisi telah dirumuskan dalam 

Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 

Dalam persyaratan tersebut dikehen-

daki anggota-anggota terpilih dan 

terpercaya (credible). Integritas 

moral dan kepercayaan untuk memi-

lih seseorang adalah unsur penting 

yang sangat menentukan apalagi 

sebagai anggota komisi yang terkait 

dengan dunia bisnis dan pelaku 

usaha, maka kepribadian dan integri-

tas memegang peranan kunci (plays 

a key role) dalam menangani perkara 

persaingan. 

Atas dasar peran KPPU sebagai 

lembaga pengawas, maka tugas  

yang disandang oleh KPPU didalam 

Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 

tugas yang dibebankan, KPPU juga 

mempunyai wewenang yang terca- 

kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 

tugas dan wewenang KPPU dalam 

pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 

kewenangan KPPU hanya terbatas 

pada kewenangan administratif, 

meskipun terdapat kewenangan yang 

mirip badan penyidik, namun tugas 

penyidikan, penuntutan dan pemutus 

itu dalam rangka memberikan sanksi 

hukuman administrasi semata. 

Demikian juga dengan kekuatan 

hukum dari putusan KPPU mempu-

nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 

keputusan yang sederajat dengan 

keputusan hakim, oleh sebab itu 

putusan KPPU dapat langsung 

dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 

pada Pengadilan Negeri yang 

berwenang tanpa harus beracara 

sekali lagi di pengadilan tersebut. 

(Pasal 46 ayat (2) UUPU).

Proses penyelidikan dan pemerik-

saan merupakan salah satu bagian 

dari proses beracara di KPPU. 

Hukum acara di KPPU ditetapkan 

pertama kali melalui Surat Keputu-

san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 

tentang Tata Cara Penyampaian 

Laporan dan Penanganan Dugaan 

Pelanggaran Terhadap UU No.5 

Tahun 1999. Surat Keputusan terse-

but telah diubah menjadi Peraturan 

Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara di 

KPPU yang mulai efektif berlaku 

pad tanggal 18 Oktober 2006. 

Proses penyelidikan dan pemerik-

saan merupakan prosedur yang dike-

nal dalam hukum pidana yaitu proses 

mencari kebenaran materiil. Dalam 

mencari kebenaran materiil diperlu-

kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 

usaha melakukan atau tidak melaku-

kan perbuatan yang menyebabkan 

terjadinya praktik monopoli dan 

persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 

Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 

melakukan pemeriksaan (pendahulu-

an) jika terdapat salah satu indikasi 

dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 

inisiatif Komisi sendiri apabila ada 

dugaan telah terjadinya pelanggaran 

Undang-undang Anti Monopoli, (2) 

Atas laporan tertulis dari pihak yang 

merasa dirugikan;setiap orang yang 

mengetahui atau patut diduga telah 

terjadi pelanggaran terhadap Un- 

dang-undang Anti Monopoli, (3) 

Atas laporan tertulis dari setiap orang 

yang mengetahui atau patut diduga 

telah terjadi pelanggaran terhadap 

Undang-undang Anti Monopoli 

(Fuady, 1999 : 104).

Berdasarkan hasil pemeriksaan 

pendahuluan yang diperoleh, jika 

hasilnya adalah penetapan untuk 

melakukan pemeriksaan lanjutan, 

maka akan dilakukan tindakan 

penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 

yang melaporkan harus memberikan 

identitasnya kepada KPPU dan wajib 

dirahasiakan identitas pelapor oleh 

KPPU.

Mekanisme pemeriksaan perkara 

oleh KPPU pada prinsipnya sama 

dengan pengertian pemeriksaan 

dalam hukum acara pidana, namun 

terdapat sedikit perbedaan dalam hal 

siapa yang dimaksud dengan subyek 

pelapor dalam perkara persaingan 

usaha. Dalam pemeriksaan perkara 

yang didasarkan atas dasar laporan 

adalah pemeriksaan yang dilakukan 

karena adanya laporan dari ma- 

syarakat atau pelaku usaha yang 

dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 

yang dilaporkan. Setelah menerima 

laporan, KPPU menetapkan majelis 

komisi yang akan bertugas memerik-

sa dan menyelidiki pelaku usaha 

yang dilaporkan. Dalam menjalan- 

kan tugas, majelis komisi dibantu 

oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-

ra yang dilakukan atas dasar laporan 

menggunakan nomor perkara: 

Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 

Tahun, sedangkan perkara yang 

diperiksa bukan atas dasar laporan 

pada nomor perkara tidak terdapat 

kode L (laporan).

Pemeriksaan atas dasar inisiatif 

KPPU didasarkan karena adanya 

dugaan atau indikasi dari hasil 

pengamatan dan persepsi sendiri 

disimpulkan adanya pelanggaran 

terhadap Hukum Persaingan. 

Mekanismenya, KPPU akan mem-

bentuk suatu Majelis Komisi untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap 

pelaku usaha dan saksi. Dalam 

pemeriksaan tersebut majelis Komisi 

dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 

riksaan perkara dilakukan atas dasar 

inisiatif komisi, maka pada penulisan 

nomor perkara adalah sama hanya 

saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 

Pemeriksaan perkara dalam 

hukum acara persaingan usaha 

terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-

saan pendahuluan dan pemeriksaan 

lanjutan. Untuk melakukan pemerik-

saan pendahuluan ini harus didasar-

kan pada laporan masyarakat, pihak 

yang dirugikan atau pelaku usaha. 

Berdasarkan laporan masyarakat 

KPPU menetapkan apakah perlu 

dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 

tidak. Jika dianggap perlu, maka 

KPPU akan melakukan pemeriksaan 

kepada pelaku usaha yang dilapor-

kan. KPPU juga dapat mendengakan 

keterangan saksi, saksi ahli atau 

pihak lain yang dianggap memiliki 

keterangan yang diperlukan. Namun 

dalam melaksanakan tugas pemerik-

saan itu KPPU wajib melengkapi 

dirinya dengan surat tugas.

Di dalam Pasal 41 Hukum 

Persaingan Usaha menekankan 

bahwa selama melaksanakan tugas 

penyelidikan (pemeriksaan pendahu-

luan) dan pemeriksaan lanjutan 

pelaku usaha atau pihak lain yang 

diperiksa mempunyai kewajiban 

menyerahkan alat bukti yang diperlu-

kan dan dilarang menolak untuk 

diperiksa, dilarang menolak mem-

berikan informasi, dan dilarang 

menghambat proses penyelidikan 

dan pemeriksaan (lanjutan) yang 

dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 

terdapat penolakan dari pelaku usaha 

atau pihak lain maka yang bersang-

kutan akan diserahkan kepada pe- 

nyidik untuk selanjutnya diproses 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Adapun jangka waktu dalam 

pemeriksaaan lanjutan diberikan 

oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 

(enam puluh) hari sejak dilakukan 

pemeriksaan lanjutan. Namun jika 

diperlukan tambahan waktu karena 

pemeriksaan dirasakan belum selesai 

masih  dapat diperpanjang paling 

lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 

dijelaskan dalam undang-undang 

apakah alasan dilakukan perpanja- 

ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 

dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 

apa akibat hukumnya jika jangka 

waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 

KPPU.KPPU dalam melakukan 

pemeriksaan melalui beberapa taha-

pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 

riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 

Tahap pemanggilan kepada  

pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 

yang terkait dilakukan sebelum 

proses pemeriksaan dilaksanakan. 

Surat panggilan mengundang yang 

bersangkutan untuk hadir dalam 

proses pemeriksaan. Dalam surat 

panggilan memuat tanggal, hari, jam 

sidang serta tempat persidangan 

dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 

usaha atau saksi yang dipanggil 

tetapi tidak hadir dalam persidangan 

dapat diancam dengan tindakan tidak 

kooperatif yang melanggar Pasal 42, 

selanjutnya perkara akan dilimpah-

kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 

demikian perkara tersebut sudah 

berubah menjadi perkara pidana.

Pada prinsipnya terhadap perkara 

apapun, pidana, perdata maupun 

persaingan usaha, setiap orang 

dilarang menghambat proses pe- 

nyelidikan atau pemeriksaan dengan 

tidak bersedia memberikan informasi 

atau alat bukti yang dapat men-

dukung jalannya pemeriksaan. 

Demikian juga dengan pelaku usaha 

tidak boleh menolak memberikan 

informasi maupun alat bukti baik itu 

berupa dokumen atau surat-surat 

yang menurut KPPU diperlukan 

dalam penyelidikan atau pemerik-

saan. 

Sebelum dilakukan pemeriksaan, 

KPPU wajib menjelaskan selengkap 

mungkin dokumen dan alat bukti apa 

saja yang dibutuhkan dalam pemer-

iksaan tersebut sehingga pelaku 

usaha dapat bersikap lebih kooperatif 

dengan mempersiapkan dokumen 

yang diperlukan tepat pada saat 

diperlukan. Demikian juga dengan 

timbal balik dari sikap kooperatif 

dari pelaku usaha, maka KPPU dian-

jurkan pula untuk sesegera mungkin 

mengembalikan dokumen data peru-

sahaan kepada pelaku usaha.  

Tahap pemeriksaan meliputi 

pemeriksaan administratif, pemerik-

saan pokok perkara, pemeriksaan 

pembuktian. Prosedur pemeriksaan 

administratif adalah pemeriksaan 

identitas dan pembacaan hak-hak 

pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 

Pemeriksaan terhadap pokok perkara 

terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 

pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 

pemberian kesempatan pada pelaku 

usaha untuk menyampaikan keteran-

gan atau dokumen. Pemeriksaan 

pembuktian menetapkan bahwa yang 

dapat dijadikan alat bukti dalam 

pemeriksaan terdiri dari: keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat dan atau 

dokumen, petunjuk, keterangan 

terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 

ngan saksi ahli diperlukan bilamana 

perkara yang diperiksa termasuk 

katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 

: 209). Apa yang dapat dijadikan 

sebagai ukuran bahwa suatu perkara 

termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 

dapat pedoman yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam mengukur ting-

kat kerumitan suatu perkara oleh 

KPPU.

Dalam pemeriksaan pembuktian 

ini diperlukan sikap yang kooperatif 

dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 

KPPU. Apabila tidak terdapat 

kerjasama antar pihak yang diperiksa 

dengan KPPU, maka pemeriksaan 

akan diserahkan kepada badan pe- 

nyidik umum untuk dilakukan pe- 

nyidikan terhadap penolakannya 

untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 

juga diselidiki pelanggarannya terha-

dap hukum  persaingan usaha. Kalau 

sudah dilimpahkan kepada penyidik 

umum, maka akan merubah status 

hukum perkara yang ditangani dari 

perkara administrasi (kasus persai- 

ngan dengan ancaman hukuman 

administrasi) menjadi kasus pidana 

(terkena ancaman hukuman pidana).

Setelah dilakukan tahapan peme- 

riksaan dan pemeriksaan lanjutan 

telah selesai seluruh rangkaian 

proses pemeriksaan sebelum dijatuh-

kan putusan oleh KPPU. Keseluru-

han proses tersebut memakan waktu 

60 (enam puluh) hari atau setelah  

diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 

hari lagi. Putusan KPPU tentang 

adanya pelanggaran praktik monopo-

li dan persaingan usaha tidak sehat 

harus dibacakan dalam sidang yang 

dinyatakan terbuka untuk umum oleh 

majelis Komisi yang beranggotakan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

anggota Komisi. Hasil putusan 

KPPU harus segera diberitahukan 

kepada pelaku usaha yang diputus 

melanggar tersebut berupa petikan 

putusannya, dan  menurut Pasal 43 

ayat (4), yang dimaksud dengan 

pemberitahuan itu adalah menyam-

paikan petikan putusan KPPU).

3. Putusan KPPU Yang Terkait 

Dengan Praktik Monopoli.

3.1. Perkara Nomor 04/KP-

PU-I/2003 tentang Jasa Peti 

Kemas Oleh PT. Jakarta  

International Cargo Terminal

Kasus ini berawal dari hasil moni-

toring yang dilakukan oleh KPPU 

terhadap kegiatanusaha dalam 

bidang jasa terminal pelayanan bong-

kar muat petikemas di Pelabu-

hanTanjung Priok Jakarta Utara  

yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 

INTERNATIONAL CONTAINER 

TERMINAL, disingkat dengan PT 

JICT dan KERJA SAMA OPERASI 

TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 

disingkat dengan KSOTPK KOJA, 

terhadap PT. (PERSERO) PELABU-

HAN INDONESIA II, disingkat 

dengan PT. PELINDO II.

Dari hasil monitoring KPPU, di 

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 

Utara diduga terjadi praktikmonopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat 

dalam bidang jasa terminal 

pelayananbongkar muat petikemas. 

Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-

gan menunjukkan bahwa kegiatan 

usaha jasa terminal pelayanan bong-

karmuat petikemas di Pelabuhan 

Tanjung Priok Jakarta Utara jika 

dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 

(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 

1992 tentang Pelayaran,yang mene-

tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”

Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 

(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 

KPPU telah menyampaikan saran 

kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 

Pebruari 2003 yang pada pokoknya 

mengharapkanMenteri bersangkutan 

menggunakan segala pengaruh dan 

wewenangnya agar klausuldi dalam 

authorization agreement dihilangkan 

atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 

ngat serta tujuan Hukum Persaingan.

PT PELINDO III adalah peme-

gang hak pengelolaan pelabuhan 

umum sebagaimana diaturdidalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 1991, telah memberikan kon- 

sesi pengelolaan terminal petikemas 

kepada PT JICT dengan jaminan 

bahwa tidak akanada pembangunan 

terminal petikemas sebagai tamba- 

han dari Unit TerminalPetikemas I, 

Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 

Terminal Petikemas III sebelumter-

capainya throughput sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen) dari kapa-

sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 

juta. 

Adanya klausul authorization 

agreement tersebut termasuk salah 

satu bentuk  perjanjian  ekslusif  

yang dilarang oleh undang-undang 

sebab dapat menimbulkan hambatan 

strategis yang nyata bagi para pelaku 

usaha baru yangakan memasuki 

pasar bersangkutan pelayanan bong-

kar muat petikemas di pelabu-

hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 

bahwauntuk mendapatkan pelayanan 

bongkar muat petikemasdi pelabu-

han Tanjung Priok mereka harus 

mengikatkan diri pada kontrak yang-

bersifat ekslusif. Tanpa adanya 

kontrak yang mengikat tersebut, 

maka mereka tidakakan dilayani PT 

JICT dan KSO TPK KOJA. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut 

menunjukkan bahwa PT JICT telah 

melakukan penguasaan pasar pada 

pasar bersangkutansebagaimana 

dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 

huruf c.

Berdasarkan pertimbangan terse-

but, maka Majelis Komisi menilai 

dan berpandanganbahwa esensi dari 

klausul Authorization Agreement 

bukan merupakancerminan kerjasa-

ma sebagaimana dimaksud di dalam 

Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 

transaksi pelimpahan kewenangan 

ataupun transaksi pelimpahan Hak 

Monopoli dengan memberikan jami-

nan untuk menguasai 75% (tujuh 

puluh lima persen) pangsa pasar pada 

pasar bersangkutan.dari PT PELIN-

DO sebagai BUMN.

KPPU mempertimbangkan unsur- 

unsur pelanggaran Hukum Persai- 

ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 

yaitu

”pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain 

untuksecara bersama-sama melaku-

kan penguasaan produksi dan atau 

pemasaran barangdan atau jasa 

yang dapat mengakibatkan praktik 

monopoli dan atau persainganusaha 

tidak sehat”

Selanjutnya menyatakan bahwa 

PT JICT secara sah dan meyakinkan 

telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 

Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 

pengaturan pasal tentang monopoli 

dan penyalahgunaan posisi dominan 

yang terdapat dalam Hukum Persai- 

ngan Usaha masing-masing diatur 

dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 

menggunakan pendekatan rule of 

reason larangan penguasaan pangsa 

pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 

dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 

dirasakan terlalu besar(Anggraini, 

2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 

bukan merupakan pelanggaran 

hukum anti monopoli, jika  posisi 

tersebut dapat juga diraih melalui 

aktivitas monopoli alamiah atau legal 

berdasarkan persaingan pasar yang 

fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 

1994 : 121-122)

3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 

/2004 tentang Pengadaan Holo-

gram Pita Cukai oleh PT. Pura 

Nusapersada

Kasus ini berawal dari laporan 

yang diterima KPPU tertanggal 19 

Januari 2004. Dua perusahaan 

sebagai terlapor I dan II diduga 

melakukan kesepakatan dalam 

rangka  pengadaan hologram pita  

cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 

Umum Percetakan Uang Republik 

Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 

lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 

Kedua perusahaanmembuat kesepa-

katan bahwa pasokan hologram pita 

cukai kepada Perum Peruri selama 

ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 

sapersada saja.

Kesepakatan mereka buat pada 

tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 

Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 

1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 

tidak ada batas waktunya serta telah 

mendapat persetujuan dari oleh 

Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 

1995. Adanya perjanjian tersebut 

menyebabkan penguasaan produksi 

hologrampita cukai rokok terpusat 

pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 

Pura Nusapersada. Akibatnya PT 

Pura Nusapersada akan menjadi 

pemasok tunggal hologram pitacukai 

pada Perusahaan Umum Percetakan 

Uang Republik Indonesia (Perum 

Peruri) sementara pelaku usaha lain 

yang sejenis sulit masuk menjadi 

pemasok hologram pita cukai kepada 

Perum Peruri. Ini artinya didalam 

pasar  bidang cetak hologram pitacu-

kai telah terjadi hambatan masuk 

(barrier to entry) yang diciptakan 

oleh pelaku usaha yang sangat berpe-

luang menimbulkan  terjadinya prak-

tik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat yang dilarang oleh 

hukum persaingan usaha.

Oleh sebab itulah KPPU kemudi-

an melakukan serangkaian pemerik-

saan pendahuluan untuk mendapat-

kan bukti-bukti yang diperlukan. 

Setelah dilakukan beberapa kali 

pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 

tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 

2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-

sa menemukan adanya indikasi 

pelanggaran terhadap ketentuan 

Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 

huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 

UUPU.

Pemeriksaan pendahuluan dilaku-

kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 

Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 

Cukai. Dari serangkaian pemerik-

saan pendahuluan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 

rupakan badan usaha yang mempro-

duksi hologram tetapi masih mulai 

memasarankan dan belum melaku-

kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 

mempunyai tugas untuk mencetak 

uang kertas dan uang logam serta 

mencetak dokumen sekuriti yang 

menyangkut keamanan negara.Ter- 

lapor I mengikutsertakan Terlapor II 

dalam hal mencetak dan melekatkan 

hologram pada pita cukai, 3). Ter- 

lapor II memiliki kegiatan mempro-

duksi hologram pitacukai dan memi-

liki pesaing potensial  PT Mitra 

Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 

Standar, PT Semarang Packaging 

Industry. Terlapor II tidak keberatan 

jika dilakukan tender dalam 

pengadaan hologram pita cukai, 4). 

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 

bahwa perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan selanjutnya melalui 

tender dengan syarat-syarat tertentu 

asalkan ada jaminan kepastian keter-

sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 

Cukai juga menegaskan bahwa 

pengadaan pita cukai berhologram 

tidak dilakukan melalui konsorsium 

karena pengawasannya sulit.

Setelah melakukan Pemeriksaan 

Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 

riksa berkesimpulan bahwa terdapat 

indikasi adanya pelanggaran terha-

dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 

Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 

25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 

menentukan adanya praktik monopo-

li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-

naan posisi dominan oleh Terlapor I 

dan Terlapor II.

Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 

merekomendasikan agar pemerik-

saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 

Lanjutan dengan alasan bahwa 

kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 

Nusapersadasebagai Terlapor II 

adalah akibat adanya perjanjian 

kerjasama pengadaan hologrampita 

cukai antara Perum Peruri danPT 

Pura Nusapersadatelah menyebab-

kan timbulnya hambatan masuk 

(entry barrier) bagi produsenholo-

gram lain yang berpeluang menim-

bulkan praktik monopoli. Atas dasar 

rekomendasi Tim Pemeriksa terse-

but, KPPU mengeluarkan Penetapan 

Komisi Nomor 08/PEN/KP-

PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 

untuk melanjutkan Perkara Nomor 

03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 

Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 

April 2004 sampai dengan tanggal 2 

Juli 2004.

Pemeriksaan Lanjutan telah 

beberapa dilakukan oleh Komisi 

antara lain pada tanggal 17 Mei 

2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 

Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 

2004.  Selama tahap pemeriksaan 

lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-

haan hologram pitacuka sebagai 

saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 

Botasupal (Badan Koordinasi Pem-

berantasan Uang Palsu). Dari  

serangkaian pemeriksaan lanjutan 

dapat disimpulkan berikut ini : 1).  

Para Saksi   pada umumnya adalah  

perusahaan yang bergerak dalam 

bidang usaha percetakan hologram 

pitacukai dan atau percetakan biasa, 

percetakan dokumen sekuriti seperti 

materai, akte perkawinan dan buku 

nikah serta percetakan hologram 

untuk plat nomor kendaraan bermo-

tor dan cap-cap tiga dimensi, 

2).Botasupal memiliki tugas dan 

wewenang melakukan pengawasan 

dan pembinaan terhadap percetakan 

dokumen sekuriti serta memberikan 

ijin dan rekomnedasi kepada produ-

sen dan distributor hologram. Bota-

supal belum memberikan rekomen-

dasi ijin usaha/operasi dokumen 

sekuriti kepada Pelapor dengan 

alasan Pelapor masih mengambil 

mesin master dari luar negeri, 3). 

Terlapor II menerangkan bahwa 

tidak bersedia menempatkan mesin 

cetak dan pelekatan hologram pada 

Terlapor I dengan alasan Terlapor II 

tidak dapatmengembangkan teknolo-

gi hologram dan akan terjadi 

inefisiensi serta sebenarnya tidak 

keberatan untuk mengubah perjanji-

an Tahun 1995 apabila bertentangan 

dengan Undang-undang Nomor 5 

Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 

dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 

KertasPadalarang telah mengadakan 

pertemuan yang menyepakati peru-

bahanperjanjian Pengadaan Holo-

gram untuk Cetakan Pita Cukai.

Proses produksi pita cukai 

berhologram dalam praktiknya tidak 

efisien karena pita cukai berholo-

gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 

Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 

hologramdibuat oleh Terlapor II dan 

pada bagian kertas pita cukai dibuat 

oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 

salahan pokok dalam dalam 

pengadaan pita cukai berhologram 

sebenarnya lebih banyak karena 

keterlambatan pengiriman dan atas 

keterlambatantersebut Perum Peruri  

dikenakan penalti sehingga  Ditjen 

Bea dan Cukai sebenarnya setuju 

apabila pengadaan hologram pita 

cukai terbuka melalui tender namun 

kendalanya adalah adanya perjanjian 
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Abstract
Food  sovereignty is the right of nations and peoples to independently deter-
mine food policy that guarantees the right to food for the people and which 
give  the right for the public todetermine the food system in accordance with 
the potential of local resources. Food sovereignty is a concept ofthe right to 
food is a good nutritional quality and culturally appropriate, produced by 
sustainable agricultural systems and environmentally  friendly. Food sover-
eignty is also the  fulfillment of the human right to determine   own food and 
agriculture system sthat put more emphasis on family-based agriculture  that 
is based on the principle  of  solidarity. According to the National Land Agen-
cyof the Republic of  Indonesia  (BPN RI), one of the purposes of the imple-
mentation of agrarian reformis to improve  food security and energy society. 
Successful agrarian reform and tenuremarked by certainty which ensures 
livelihood and employment opportunities  for farmers, land-useland that is 
able toimprove the management of natural resources and preservation of the 
quality of the environment, food sovereignty, productivity capabilities that 
can make farming families were ableto re-invest and have high purchasing 
power.
Key Words: Agrarian Reform, Right to Food, Food Sovereignty.

Abstrak
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat 
dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan 
yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.Kedaulatan pangan merupa-
kan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai 
secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan 
ramah lingkungan.Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak 
manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang 
lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan 
pada prinsip solidaritas.MenurutBadan PertanahanNasionalRepublikIndone-
sia(BPN RI), salah satu daritujuanpelaksanaanreformasiagrariaadalah untuk 
meningkatkanketahanan pangandanenergimasyarakat. Reforma agrariayang 
berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin peng-
hidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu 
memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkun-
gan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu mem-
buat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli 
yang tinggi.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Hak Atas Pangan, Ketahanan Pangan.

ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 

lapor II, sedangkan kewenangan 

untuk membatalkan perjanjian terse-

but bukan beradapada Ditjen Bea dan 

Cukai tetapi berada pada kedua pihak 

yang melakukan perjanjian..

Botasupal telah memberikan 

rekomendasi ijin usaha/operasi 

dokumensekuriti kepada 5 (lima) 

perusahaan hologram yaitu PT 

Sumber Cakung, PTKarya Aroma 

Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 

Barutama dan PT Pura Nusapersada 

selaku pabrik hologram serta satu 

agen hologram yaitu PT. Mitra 

Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-

gram yang dapat memenuhi seluruh-

kebutuhan hologram pita cukai yang 

berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 

keping hanya 2 (dua) perusahaan 

yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 

Karya Aroma Sejati.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 

hukum yang ada, maka Majelis 

Komisi menutuskan : Perum Peruri 

sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 

sapersada sebagai Terlapor II terbuk-

ti secara sah dan meyakinkan me- 

langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 

huruf b Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999, namun  tidak terbukti 

melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 

Selanjutnya memerintahkan kepada 

Terlapor I dan Terlapor II untuk 

menghentikan kegiatanyang menga-

kibatkan terjadinya praktik monopoli 

dan atau persaingan usaha tidaksehat 

dalam pengadaan hologram pada pita 

cukai dengan cara membatalkan 

SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 

1995. Juga memerintahkan kepada 

Terlapor I untuk membuka pasar 

pengadaan hologram pada pita cukai 

dengan memberikan kesempatan 

yang sama kepada setiap pelaku 

usaha untuk turut serta dalam 

pengadaan hologram pada pita cukai 

melalui tender yang terbuka dan 

transparan, selambat-lambatnya un- 

tuk pengadaan hologram pada pita 

cukai tahun anggaran 2005.

Analisis putusan dari perkara 

diatas sebagai berikut : 1). Perum 

Peruri dan PT Pura Nusapersada 

terbukti melakukan praktik praktik 

monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 

Pura Nusapersada melanggar Pasal 

17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 

Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 

yang Pura Nusapersada menciptakan 

hambatan masuk hendak ikut tender.

Simpulan

Implementasi putusan KPPU 
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terhadap prinsip larangan praktik 

monopoli dalam memutus perkara 

persaingan usaha didasarkan pada 

ada tidaknya kepentingan umum 

(public interest) yang dirugikan oleh 

pelaku usaha. Pertimbangan hakim 

(ratio decidendi) komisioner untuk 

menetapkan pelanggaran terhadap 

prinsip larangan praktik monopoli 

adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 

UUPU yang meliputi: a)non substitu-

tion; b) barrier to entry; c) dan 

market share. Dalam beberapa perka-

ra persaingan usaha KPPU telah 

menerapkan prinsip tersebut sebagai 

pertimbangan hukum dalam memu-

tus.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

48

wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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No. UU No. 7 Tahun 1996 UU No. 18 Tahun 2012 

1. Visi : ketahanan pangan Visi : ketahanan, kedaulatan, dan 
kemandirian pangan 

2. Pemenuhan kebutuhan pangan hingga 
tingkat rumah tangga 

Pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat 
individu 

3. Belum mengatur tentang kelembagaan 
pangan 

Sudah mengatur tentang kelembagaan 
pangan 

4. Belum mengatur tentang pangan lokal Mengatur tentang pengutamaan produksi 
pangan sesuai dengan kearifan lokal 

5. Belum mengatur tentang penimbunan 
pangan Sudah mengatur tentang penimbunan pangan 

6. Belum mengatur secara detail tentang 
cadangan pangan Mengatur detail tentang cadangan pangan 

7. 
Belum mengatur kewajiban pemerintah 
mengelola stabilisasi pasokan dan harga, 
cadangan dan distribusi pangan pokok 

Sudah mengatur kewajiban pemerintah 
mengelola stabilisasi pasokan dan harga, 
cadangan dan distribusi pangan pokok 

8. Mengatur masalah keamanan pangan : 
label, kemasan, dan iklan 

Mengatur lebih dalam dan terperinci tentang 
keamanan pangan : label, kemasan, dan iklan 

 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1996 menjadi Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tidak 

memberikan solusi atas kerawanan 

pangan di Indonesia dan semakin 

menjauhkan Indonesia dari kedaula-

tan pangan yang dicita-citakan. Beri-

kut ini adalah perubahan mendasar 

yang dilakukan pada Undang-Un-

dang Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor7 Tahun 

1996 tentang Pangan.

wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

54

wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.

Daftar Rujukan
Literatur:

A. Muktie Fajar, 2001, Kapite Selek-
ta Politik Hukum, Politik 
Hukum Di Indonesia, Malang, 
Program Pascasarjana Univer-
sitas Brawijaya.

Mulyana W. Kusumah, 1986, Pers-
pektif, Teori dan Kebijaksa-
naan Hukum, Jakarta : 
Rajawali.

Lubis M. Solly, Politik Hukum 
Dengan Pendekatan Budaya, 
Kuliah Perdana pada Program 
Magister Hukum Program 
Pascasarjana Universitas 
Syiah Kuala Banda Aceh, 
tanggal 12 September 1999.

Bernard L. Tanya,  2011, Penegakan 
Hukum Dalam Terang Etika, 
Yogjakarta :Genta Publishing.

Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan 
Politik dan Hukum di Indone-
sia, Yogjakarta : Gama Media.

Nikolas Simanjuntak, 2009, Hukum 
Acara Pidana Indonesia Dalam 
Sirkus Hukum, Jakarta :  
Ghalia Indonesia.

IS. Susanto, Diktat Kriminologi, 
1991, Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro Se- 
marang.

Made Darma Weda, 1996, Krimi-
nologi, Jakarta :  PT. Raja 
Grafindo Persada.

William III, Frank P dan Marilyn 
McShane, 1988, Criminologi-
cal Theory, New Jersey : 
Prince Hall.

Ismantoro Dwi Yuwonoi, 2014, 
AHOK, Dari Kontroversi ke 
Kontroversi, Yogjakarta : 
Media Pressindo.

Peraturan perundang-undangan:

UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.

Keputusan Presiden RI Nomor 107 
Tahun 2004 tentang Dewan 
Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Upah 
Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Kom-
ponen dan Pelaksanaan Taha-
pan Pencapaian Kebutuhan 
Hidup Layak.

Sumber lainnya:

( h t t p : / / b i s n i s . l i p u t a n 6 . c o m / 
read/2137106/umk-2015-un-
tuk-jawa-tengah-naik-1496, 
diakses Senin, tanggal 28 
September 2015 pukul 20.30 
wib.

Kompas, 22 Oktober 2015
Kompas 8 September 2015
Kompas, 16 Oktober 2015
Suara Merdeka, 16 Oktober 2015



Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD 

NRI 1945) mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Selanjutnya dalam 

Pasal 28C UUD NRI 1945 diatur 

pula bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengem-

bangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak men- 
dapat pendidikan dan memper-
oleh manfaat dari ilmu pengeta-
huan dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkatkan kua- 
litas hidupnya dan demi kese-
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk mema-
jukan dirinya dalam memper-
juangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas 

maka kemudian lahir Undang-Un-

dang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan.Undang-undang ini merupa-

kan undang-undang yang mengganti-

kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan.Banyak kalan-

gan yang menilai bahwa revisi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 ini dipandang terlalu memihak 

pada kebutuhan pasar dan menge- 

nyampingkan hak-hak petani.Un-

dang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

seyogyanya menjadi pedoman bagi 

persoalan pangan nasional. Kebija-

kan ini berpijak pada konsepsi keta- 

hanan pangan yang dinilai kurang 

akomodatif bagi pelaku produksi 

pangan nasional.Jika mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan 

merujuk pada kemampuan negara 

untuk memenuhi ketersediaan 

pangan yang cukup, aman, merata, 

dan terjangkau (Sinaga, 2015).

Salah satu persoalan dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 adalah bahwa dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012, perihal dari mana stok pangan 

didapat dan dengan cara apa produk-

si pangan tersebut dihasilkan tidak 

dibahas lebih lanjut dalam kebijakan 

ini. Dengan kata lain, negara dinya-

takan aman apabila mampu 

memenuhi kebutuhan pangannya 

tanpa harus memproduksi sendiri. 

Artinya bahwa negara diperbolehkan 

untuk menggantungkan pemenuhan 

kebutuhan pangannya terhadap 

negara lain,hal mana yang menegas-

kan kebijakan impor pangan bukan 

merupakan suatu masalah dan 

produksi pangan nasional tidak men-

jadi perhatian utama.Konsepsi kebi-

jakan pangan yang dianggap menga-

komodasi kebutuhan pasar ini jelas 

memancing pertanyaan dari kala- 

ngan gerakan sosial yang cukup 

kritis terhadap kebijakan pasar. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 yang diimplementasikan 

pemerintah ini dinilai mengenyam- 

pingkan pembacaan untuk menjaga 

keberlangsungan produksi pangan 

nasional. Alih-alih untuk menjaga 

ketersediaan pangan nasional, keta- 

hanan pangan berpretensi kuat men-

jadi pintu masuk liberalisasi pangan 

nasional (Sinaga, 2015).

Banyak kalangan yang menilai 

bahwa Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 belum mampu men-

jawab masalah yang ada dan tidak 

mampu mengubah kehidupan petani 

dan nelayan sebagai produsen 

pangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012, Serikat 

Petani Indonesia (SPI) melihat 

Pemerintah terkesan memaksakan 

konsep kedaulatan pangan dan 

ketahanan pangan untuk disatukan 

dalam undang-undang ini padahal 

konsep kedaulatan pangan merupa-

kan jawaban atas gagalnya konsep 

ketahanan pangan yang telah diterap-

kan selama ini. Mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996, konsep ketahanan pangan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah 

hanya terbatas pada “kondisi 

terpenuhinya pangan bagai rumah 

tangga yang tercermin dari tersedia- 

nya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau”. Konsep ini persis 

dengan konsep ketahanan pangan 

yang dicanangkan oleh FAO (Food 

and Agriculture Organization), yaitu 

tanpa melihat dari mana pangan 

tersebut dihasilkan atau dengan cara 

apa pangan tersebut dihasilkan. 

Dalam ketahanan pangan, suatu 

negara dikatakan aman apabila 

mampu memenuhi pangannya tanpa 

dia memproduksi sendiri pangan 

tersebut. Artinya bahwa suatu negara 

boleh menggantungkan pemenuhan 

pangannya terhadap negara lain 

melalui mekanisme impor (SPIdiak-

ses dari http://www.spi.or.id/?p= 

5699).

Reforma agraria merupakan 

gagasan terbaik yang pernah lahir di 

dunia ini untuk mengatasi ketimpa- 

ngan atas pemilikan, peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 

khususnya tanah pertanian.Ketimpa-

ngan atas tanah pertanian turut pula 

mempengaruhi kedaulatan pangan 

dalam suatu negara. Pada hakekat- 

nya, tujuan dilaksanakannya refor-

masi agraria adalah meningkatkan 

kesejahteraan kaum tani miskin. 

Pada era Orde Baru, Indonesia per- 

nah mencapai kedaulatan pangan 

melalui program swasembada 

pangan dimana Indonesia saat itu 

mampu menasbihkan diri sebagai 

negara penghasil beras terbesar di 

dunia. Hal itu kemudian lambat 

namun pasti menjadi luntur dan 

bahkan saat ini Indonesia melalukan 

impor beras dari negara lain. Kondisi 

tersebut sangat ironis mengingat 

Indonesia adalah salah satu negara 

agraris terbesar di dunia.

Reforma agraria yang sejati 

adalah bagaimana kemudian kaum 

tani miskin dapat terangkat derajat- 

nya.Saat ini masyarakat tani menjadi 

golongan masyarakat yang termar-

ginalkan oleh karena laju modernisa-

si yang menekankan pada industria- 

lisasi. Dalam tulisan ini akan dikaji 

konsep reforma agraria dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan di 

Indonesia.

Konsep Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah restruk-

turisasi (penataan ulang susunan) 

kepemilikan, penguasaan, dan peng-

gunaan sumber-sumber agraria (khu-

susnya tanah). Tujuannya adalah 

untuk mengubah susunan ma- 

syarakat warisan stelsel feodalisme 

dan kolonialisme menjadi susunan 

masyarakat yang adil dan merata. 

Secara etimologis reforma agraria 

berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan 

atau perombakan sosial yang dilaku-

kan secara sadar, guna mentransfor-

masikan struktur agraria ke arah 

sistem agraria yang lebih sehat dan 

merata bagi pengembangan pertani-

an dan kesejahteraan masyarakat 

desa (Wiradi, 200:35).

Krishna Ghimire memberikan 

pengertian yang sama antara agrari-

an reform dan land reform. Ia men-

definisikan reformasi agraria atau 

land reform sebagai perubahan besar 

dalam struktur agraria yang memba-

wa peningkatan akses petani miskin 

pada lahan serta kepastian pengua-

saan (tenure) bagi mereka yang 

menggarap lahan, termasuk juga 

akses pada input pertanian, pasar, 

serta jasa-jasa dan kebutuhan 

pendampingan lainnya (Arisaputra, 

2015:17).Reforma agraria merupa-

kan suatu perubahan dalam struktur 

agraria dengan tujuan peningkatan 

akses kaum tani miskin akan pengua-

saan tanah dan untuk meningkatkan 

kesejahteraannya (Limbong, 2012 : 

27).

Frithjof Kuhnen mengartikan 

reforma agraria sebagai tindakan 

untuk mengatasi hambatan pemba- 

ngunan yang timbul karena adanya 

kecacatan dalam struktur agraria 

yang berlaku (Limbong, Ibid.). 

Reforma agraria harus bermakna 

penataan ulang struktur penguasaan 

tanah yang mencakup redistribusi 

tanah dan pembatasan (pencegahan) 

konsentrasi penguasaan tanah dan 

bahkan terkandung pula aksi-aksi 

untuk menata ulang sistem bagi hasil 

dalam kegiatan pertanian (Parlindu- 

ngan dalam Limbong, 2012 : 28).

Ben Cousins (Limbong, 2012 :30) 

memberikan perbedaan antara agra- 

rianreform dengan landreform. 

Landreform berkaitan dengan hak 

atas tanah dengan cirinya ma- 

sing-masing, kekuatan dan distribusi. 

Sedangkan reforma agraria tidak 

terbatas pada konsep landreform 

tersebut, tetapi lebih luas mencakupi 

juga isu-isu karakter kelas dari 

hubungan antara produksi dan distri-

busi di bidang pertanian dan perusa-

haan yang terkait, dan bagaimana 

semua hal itu terhubung ke struktur 

kelas yang lebih luas. Dengan kata 

lain, reforma agraria berkaitan 

dengan kekuatan ekonomi dan poli-

tik dan hubungan antara keduanya. 

Reforma agraria pada konteks ini 

harus mencakup: 

1. Instrumen kebijakan agraria yang 

karakter kualitatif dan seterus- 

nya mengacu pada perubahan 

yang lebih kecil seperti subsidi, 

tarif pajak, dan sebagainya; 

2. Perubahan struktural untuk me- 

ngubah struktur pertanian, seperti 

program kredit, investasi di 

bidang infrastruktur, penyuluhan, 

dan sebagainya; 

3. Reformasi kelembagaan yang 

mengubah dasar ekonomi pede- 

saan dan masyarakat, seperti 

rdistribusi tanah, perubahan 

penyewaan, kolektivisasi, dan 

sebagainya.

Dengan demikian pada hakikat- 

nya, konsep reforma agraria mencak-

up 3 (tiga) konsep, yakni: 

1. Konsep Landreform, yakni penata-

an kembali struktur penguasaan 

kepemilikan tanah yang lebih 

adil; 

2. Konsep Accesreform, yakni ber- 

kaitan dengan penataan penggu-

naan atau pemanfaatan tanah 

yang lebih produktif disertai 

penataan dukungan sarana dan 

prasarana yang memungkinkan 

petani memperoleh akses ke 

sumber ekonomi di wilayah 

pedesaan. Akses tersebut antara 

lain akses sarana dan prasarana 

pertanian, pengairan, jalan, usaha 

tani, pemasaran produksi, kopera-

si usaha tani, dan perbankan 

(kredit usaha rakyat); 

3. Konsep Policy/Regulationreform, 

yakni berkenaan dengan penga-

turan kebijakan dan hukum yang 

berpihak pada rakyat banyak 

(Limbong, 2012:28).

Prinsip-prinsip pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001 adalah sebagai beri-

kut:

Pembaruan agraria dan pengelo-

laan sumber daya alam harus dilak-

sanakan sesuai dengan prinsip-prin-

sip: 

a. Memelihara dan mempertahankan 

keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b.   Menghormati dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia; 

c. Menghormati supremasi hukum 

dengan mengakomodasi keane-

karagaman dalam unifikasi 

hukum; 

d. Mensejahterakan rakyat, terutama 

melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia; 

e. Mengembangkan demokrasi, ke- 

patuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. Mewujudkan keadilan termasuk 

kesetaraan gender dalam pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan 

sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

g. Memelihara keberlanjutan yang 

dapat memberi manfaat yang 

optimal, baik untuk generasi 

sekarang maupun generasi men-

datang, dengan tetap memperhati-

kan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan; 

h. Melaksanakan fungsi sosial, keles- 

tarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengan kondisi sosial budaya 

setempat; 

i. Meningkatkan keterpaduan dan 

koordinasi antarsektor pemba- 

ngunan dan antar daerah dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya 

alam; j. Mengakui, menghormati, 

dan melindungi hak masyarakat 

hukum adat dan keragaman 

budaya bangsa atas sumber daya 

agraria/sumber daya alam; 

k. Mengupayakan keseimbangan hak 

dan kewajiban negara, pemerin-

tah (pusat, daerah provinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indivi-

du; 

l. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau 

yang setingkat.

Sedangkan Ida Nurlinda mema- 

parkan 10 (sepuluh) prinsip dasar 

reforma agraria yakni sebagai beri-

kut:
1. Menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, karena hak atas sum-
ber-sumber agraria merupakan 
hak ekonomi setiap orang.

2. Unifikasi hukum yang mampu 
mengakomodasi keanekarag-
aman hukum setempat (plura- 
lisme).

3. Keadilan dalam penguasaan 
dan pemanfaatan sumber-sum-
ber agraria (keadilan gender, 
keadilan dalam suatu generasi 

dan antar generasi, serta 
pengakuan kepemilikan ma- 
syarakat adat terhadap sum-
ber-sumber agraria yang men-
jadi ruang hidupnya).

4. Fungsi sosial dan ekologi tanah 
serta sumber-sumber agraria 
lainnya, bahwa hak yang dipu-
nyai seseorang menimbulkan 
kewajiban sosial bagi yang 
bersangkutan karena haknya 
dibatasi oleh hak orang lain 
dan hak masyarakat yang lebih 
luas.

5. Penyelesaian konflik pertana- 
han.

6. Pembagian tanggung jawab 
kepada daerah berkenaan 
dengan alokasi dan manaje-
men sumber-sumber agraria.

7. Transparansi dan partisipasi 
dalam pembuatan kebijakan 
hak.

8. Landreform/restrukturisasi da- 
lam pemilikan, penguasaan, 
pemanfaatan sumber-sumber 
agraria.

9.  Usaha-usaha produksi di lapa-
ngan agraria.

10. Pembiayaan program-pro-
gram pembaruan agrarian. (Ida 
Nurlinda, 2009 : 96).

Berdasarkan prinsip-prinsip di 

atas tampak bahwa pembaruan agra- 

ria dan pengelolaan sumber daya 

alam dilaksanakan untuk sebesar-be-

sarnya kemakmuran rakyat. Pemba-

ruan agraria hampir secara universal 

dipandang sebagai suatu keniscayaan 

untuk membenahi persoalan sosial 

mendasar dalam masyarakat. Sebe-

lum lahirnya Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/2001, UUPA telah me- 

ngamanatkan agar politik, arah, dan 

kebijakan agraria di Indonesia harus 

memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan keadilan sosial 

dan sebesar-besarnya kemakmuran 

bagi seluruh rakyat. Untuk itu, maka 

politik, arah, dan kebijakan agraria 

harus diarahkan pada 4 (empat) prin-

sip pengelolaan, yakni: Agraria, 

khususnya pertanahan harus berkon-

tribusi nyata : 

(1)meningkatkan kesejahteraan rak- 

yat dan melahirkan sumber baru 

kesejahteraan rakyat; 

(2) meningkatkan tatanan kehidupan 

bersama yang lebih berkeadilan 

dalam kaitannya dengan peman-

faatan, penggunaan, penguasaan, 

dan pemilikan tanah; 

(3) menjamin keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan, 

dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi akan datang pada 

sumber-sumber ekonomi ma- 

syarakat, dalam hal ini tanah; 

 (4) menciptakan tatanan kehidupan 

yang secara harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa dan 

konflik pertanahan di seluruh 

tanah air dan menata sistem 

pengelolaan yang tidak lagi mela-

hirkan sengketa dan konflik di 

kemudian hari (BPN, 2010 : 

42-43)

Reforma agraria di Indonesia 

dilaksanakan berdasarkan Ketetapan 

MPR RI Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang mengamanatkan kepada 

pemerintah antara lain untuk melak-

sanakan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang berkeadilan 

dengan memperhatikan kepemilikan 

tanah untuk rakyat serta menyele-

saikan konflik-konflik yang berke-

naan dengan sumber daya alam yang 

timbul selama ini sekaligus mengan-

tisipasi potensi konflik di masa men-

datang guna menjamin terlaksana- 

nya penegakan hukum. Pasal 2 

Ketetapan MPR RI Nomor IX/M-

PR/2001 menyatakan bahwa “Pem-

baruan Agraria adalah mencakup 

suatu proses berkesinambungan 

berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya agra- 

ria, dilaksanakan dalam rangka 

tercapainya kepastian dan perlindu- 

ngan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.

Perkataan “berkesinambungan” 

dalam Pasal 2 tersebut di atas berarti 

melihat pembaruan agraria masa 

lalu, masa kini dan masa akan 

datang. Setiap usaha pembaruan, jika 

ingin berhasil tidak boleh menutup 

mata mengenai apa yang ada, apa 

yang ditinggalkan, dan sejarah 

pertumbuhannya. Produk hukum 

masa lalu yang sampai sekarang 

masih berlaku perlu peninjauan kem-

bali untuk diverifikasi dan difalsifi-

kasi apakah masih relevan dan cocok 

dengan kebutuhan sekarang dan 

masa yang akian datang. Berdasar-

kan hal ini, maka kemudian ditetap-

kan apa yang seharusnya dilakukan 

bagi tujuan masa yang akan datang 

melalui penafsiran yang futuristik 

(Sodiki, 2013:37). Berdasarkan Pasal 

2 tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) 

bagian pokok, yakni aspek pengua-

saan dan pemilikan di satu sisi serta 

aspek penggunaan dan pemanfaatan 

di sisi lainnya.Penataan penguasaan 

dan pemilikan tersebut merupakan 

kegiatan utama land reform.

Kedaulatan Pangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan, definisi Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman.

Kedaulatan Pangan adalah hak 

negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan 

Panganyang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang mem-

berikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem Pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya 

lokal.(Pasal 1 angka 2 UU 18/2012). 

Kemandirian Pangan adalah kemam-

puan negara dan bangsa dalam mem-

produksi Pangan yang beraneka 

ragam dari dalam negeri yang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan 

Pangan yang cukup sampai di tingkat 

perseorangan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam, manusia, 

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat (Pasal 1 angka 3 

UU 18/2012). Sedangkan yang 

dimaksud dengan Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya Pangan 

bagi negara sampai dengan perseo-

rangan, yangtercermin dari tersedi-

anya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan ter- 

jangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4 

UU 18/2012).

Persoalan pangan bagi bangsa 

Indonesia, dan juga bangsa-bangsa 

lainnya di dunia ini adalah merupa-

kan persoalan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan nasib dari 

suatu bangsa. Ketergantungan 

pangan dapat berarti terbelenggunya 

kemerdekaan bangsa dan rakyat ter- 

hadap suatu kelompok, baik negara 

lain maupun kekuatan-kekuatan 

ekonomi lainnya. La Via Campesina 

(organisasi perjuangan petani inter-

nasional) sebagai organisasi payung 

Serikat Petani Indonesia (SPI) di 

tingkat Internasional telah mem-

perkenalkan konsep kedaulatan 

pangan (Food Sovereignty) bagi 

umat manusia di dunia ini pada 

World Food Summit (WFS) yang 

dilaksanakan pada bulan November 

1996 di Roma, Italia. Kedaulatan 

Pangan adalah konsep pemenuhan 

pangan melalui produksi lokal. 

Kedaulatan pangan merupakan 

konsep pemenuhan hak atas pangan 

yang berkualitas gizi baik dan sesuai 

secara budaya, diproduksi dengan 

sistem pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. Artinya, 

kedaulatan pangan sangat menjun-

jung tinggi prinsip diversifikasi 

pangan sesuai dengan budaya lokal 

yang ada.Kedaulatan pangan juga 

merupakan pemenuhan hak manusia 

untuk menentukan sistem pertanian 

dan pangannya sendiri yang lebih 

menekankan pada pertanian berba-

siskan keluarga yang berdasarkan 

pada prinsip solidaritas (SPI diakses 

dari http://www.spi.or.id/?page_id= 

282).

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 7 

(tujuh) prasyarat utama untuk me- 

negakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah :

(1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; 

(3) Penggunaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan; 

(4) Pangan untuk pangan dan tidak 

sekadar komoditas yang diperda-

gangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; 

(6) Melarang penggunaan pangan 

sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan perta-

nian (SPI diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282) .

Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.

Selain ketujuh syarat tersebut, 

praktek untuk membangun kedaula-

tan pangan harus dilandaskan pada 

prinsip-prinsip dasar sebagaimana 

pada diagram di bawah ini: (SPI 

diakses dari http://ww-

w.spi.or.id/?page_id=282).

Konsep kedaulatan pangan sema-

kin dikembangkan dan mendapat 

dukungan yang meluas.Pada tahun 

2007 diadakan konferensi internasi-

onal Kedaulatan Pangan di Nyeleni, 

Mali.Konferensi ini semakin me- 

nguatkan pemahaman dan perjua- 

ngan gerakan sosial mewujudkan 

kedaulatan pangan menjadi alternatif 

menjawab permasalahan pangan dan 

pertanian global.Selanjutnya pasca 

krisis pangan yang melanda seluruh 

dunia di awal tahun 2008, terjadi 

reformasi besar di dalam tubuh 

Komite Ketahanan Pangan PBB 

(CFS) akibat tekanan dan kritik ma- 

syarakat sipil. Pada sidang ke-35 

Komite Ketahanan Pangan bulan 

Oktober 2009, secara resmi CFS 

membuka ruang bagi keterlibatan 

masyarakat sipil untuk terlibat dan 

memainkan peranan penting dalam 

menyusun kebijakan untuk mengha-

puskan kelaparan di dunia. CFS 

bertugas mengatasi kelaparan dunia 

dengan gerakan petani sebagai salah 

satu anggota pada Advisory Commit-

tee-nya.Ini menjadi jalan yang mem-

buka dialog antara petani kecil dan 

petani korban dengan institusi-insti-

tusi seperti FAO (Food and Agricul-

ture Organization), WFP (World 

Food Program), dan IFAD (Interna-

tional Fund for Agricultural Deve- 

lopment).

Hal ini kemudian dimanfaatkan 

oleh gerakan petani dan masyarakat 

sipil lainnya untuk memasukkan 

sebuah alternatif sistem pangan yang 

demokratis (seperti yang didi-

skusikan dalam Komisi FAO untuk 

Ketahanan Pangan Dunia) yang 

harus dilaksanakan agar negara-ne- 

gara dan masyarakat di seluruh dunia 

memiliki hak untuk melaksanakan 

kedaulatan pangan.Solusi sejati me- 

ngatasi krisis pangan berarti bahwa 

petani kecil, dan bukan perusahaan 

transnasional, harus mendapatkan 

kontrol atas sumber daya agraria 

yang dibutuhkan untuk memproduk-

si pangan yaitu, tanah, air, benih dan 

pasar lokal.Akhirnya konsep kedau-

latan pangan menjadi alternatif bagi 

kebijakan ekonomi di banyak negara.

Perjuangan kedaulatan pangan di 

Indonesia mulai marak pada tahun 

2002 karena meskipun krisis pangan 

belum terjadi, namun tanda-tanda 

kegagalan konsep ketahanan pangan 

yang dijalankan FAO sudah mulai 

terlihat. Karena itu berbagai inisiatif 

sudah dilakukan gerakan rakyat di 

Indonesia seperti membangun koalisi 

penegakan kedaulatan pangan. 

Pergerakan ini mendapat respons 

positif dari kalangan partai, dengan 

adanya aksi di ruang parlemen untuk 

penolakan atas impor beras di Indo-

nesia (Wahyuningtyas, diakses dari  

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Di tingkat parlemen, ketergantu- 

ngan pangan dan tak sanggupnya 

Indonesia menghasilkan produksi 

pangan dalam negeri dijawab oleh 

DPR dengan keluarnya Undang-Un-

dang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan untuk mence-

gah konversi lahan pertanian pangan 

ke non pangan. Krisis pangan Tahun 

2008 menyadarkan banyak kalangan 

bahwa untuk memperkecil ketergan-

tungan pangan di Indonesia, harus 

lebih luas lagi upaya yang harus 

dilakukan.Tidak cukup hanya seke-

dar mencegah konversi lahan, tapi 

harus lebih luas lagi, yakni mengatur 

soal perdagangan pangan.

Resiko munculnya krisis pangan 

atau kerawanan pangan di Indonesia 

sudah terjadi.Setiap tahun produksi 

pertanian di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan, sedangkan 

permintaan pangan semakin mening-

kat akibat dari pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan pertum-

buhan kelas menengah yang cukup 

besar.Ironisnya lagi bahwa kebijakan 

pemerintah untuk menutupi kekura- 

ngan antara kebutuhan pangan dan 

ketersedian pangan adalah dengan 

impor pangan.Saat ini, Indonesia 

menjadi tergantung terhadap impor 

pangan. Data Kemetrian Pertanian 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

total komoditas impor pertanian di 

Indonesia mencapai 12,2 juta ton 

dengan nilai impor sebesar USD. 9,1 

milyar. Jumlah ini akan meningkat 

pada akhir Tahun 2013. Diprediksi 

akan mengalami peningkatan sekitar 

8-10% dibandingkan impor pada 

Tahun 2012. Sepanjang setahun dari 

September 2012 sampai September 

2103 saja, jumlah impor beras telah 

mencapai 1,1 juta ton atau sebesar 

4-5% dari kebutuhan beras nasional. 

Data ini menunjukkan bahwa Indo-

nesia berada dalam masa kerawanan 

pangan (Wahyuningtyas, diakses dari 

https://www.academia.edu/8765236/ 

Masa_Depan_Kedaulatan_Pangan_ 

dalam_UU_No._6_tahun_2014).

Kondisi sebagaimana dipaparkan 

di atas semakin mempertegas bahwa 

Berdasarkan Tabel di atas nampak 

ada perubahan yang mendasar dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 yaitu :

1. Menambah visi yaitu selain ketah-

anan pangan adalah kedaulatan 

dan kemandirian pangan;

2.   Pemenuhan pangan hingga ting-

kat individu;

3.   Sudah mengatur tentang kelem-

bagaan pangan;

4.   Mengatur tentang pengutamaan 

produksi pangan sesuai dengan 

kearifan lokal;

5.   Sudah mengatur tentang penim-

bunan pangan;

6.   Mengaturdetail tentang cadangan 

pangan;

7.  Sudah mengatur tentang kewa-

jiban pemerintah mengelola 

stabilitas pasokan dan harga, 

cadangan dan distribusi pangan 

pokok;

8.  Mengatur secara rinci tentang 

keamanan pangan khususnya 

tentang label, kemasan dan iklan.

Pemerintah daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan pangan di 

daerah dan pengembangan produksi 

pangan lokal di daerah. Upaya me- 

wujudkan ketersediaan pangan 

dilakukan dengan: 

(a) Mengembangkan produksi pa- 

ngan yang bertumpu pada 

sumber daya, kelembagaan dan 

budaya lokal; 

(b) Mengembangkan efisiensi sistem 

usaha pangan; 

(c) Mengembangkan sarana, prasara-

na dan teknologi untuk produksi, 

pasca panen, pengolahan, dan 

penyimpanan pangan; 

(d) Membangun, merehabilitasi, me- 

ngembangkan prasarana produk-

si pangan; 

(e) Mempertahankandan mengem-

bangkanlahan produktif, dan 

(f) Membangun kawasan sentra 

produksi pangan.

Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor18 Tahun 2012 tentang 

Pangan ini, perlu dikembangan 

cadangan pangan yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat. Cadangan Pemerintah 

Daerah meliputi Cadangan Pemerin-

tah Provinsi, Cadangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Cadangan 

Pemerintah Desa. Cadangan pangan 

ini dilakukan untuk mengantisipasi :

(a) kekurangan ketersediaan pangan; 

(b) kelebihan ketersediaan pangan; 

(c) gejolak harga pangan; dan 

(d) keadaan darurat.

Dalam pengelolaan cadangan 

pangan, Pemerintah Daerah dapat 

menunjuk kelembagaan daerah 

dan/atau bekerja sama dengan 

kelembagaan Pemerintah yang 

bergerak di bidang pangan. Pemerin-

tah Provinsi, Pemerintah Kabupa- 

ten/Kota, dan Pemerintah Desa me- 

netapkan jenis dan jumlah cadangan 

pangan tertentu sesuai dengan kebu-

tuhan konsumsi masyarakat setem-

pat. Dengan demikian, cadangan 

pangan tidak hanya beras, tetapi 

dapat berupa komoditas pangan 

strategis lainnya yang dikonsumsi 

masyarakat setempat. Dan cadangan 

pangan tersebut bersumber dari 

produksi dalam negeri.

Reforma Agraria Sebagai Instru-

men Untuk Mewujudkan Kedau-

latan Pangan

Dalam konsideran “Menim-

bang”Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-

tan dijelaskan bahwa:

Negara menjamin hak atas 

pangan sebagai hak asasi setiap 

warga negara sehingga negara berke-

Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 
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wajiban menjamin kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Semakin meningkatnya pertambahan 

penduduk serta perkembangan 

ekonomi dan industri mengakibatkan 

terjadinya degradasi, alih fungsi, dan 

fragmentasi lahan pertanian pangan 

yang telah mengancam daya dukung 

wilayah secara nasional dalam men-

jaga kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan 

dengan penataan kembali pengua-

saan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria 

perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan (Kon-

sideran UU 41/2009).

Isi konsideran Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tersebut di 

atas jelas memperlihatkan bahwa 

salah satu kewajiban Negara adalah 

menjamin kemandirian, ketahanan, 

dan kedaulatan pangan oleh karena 

hak atas pangan dinilai sebagai hak 

asasi warga negara. Untuk melak-

sanakan kewajiban tersebut, maka 

Negara perlu untuk melaksanakan 

reforma agraria secara utuh dan 

menyeluruh mengingat saat ini di 

Indonesia telah terjadi ketimpangan 

dalam penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam, khususnya tanah. Tanah 

memiliki ciri khas tersendiri diban- 

dingkan dengan sumber daya alam 

lainnya oleh karena tanah merupakan 

wadah dari sumber daya alam yang 

dapat digunakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, tanah merupakan tempat 

hidup dan beraktifitas dari manusia 

itu sendiri.Salah satu bentuk aktifitas 

manusia yang produktif adalah 

kegiatan pertanian.Melalui kegiatan 

pertanian inilah dapat diwujudkan 

kedaulatan pangan.

Khudori menjelaskan bahwa 

reforma agraria akan membawa 

Indonesia berdaulat pangan. Agar 

bisa berdaulat pangan, pertama-tama 

petani sebagai pelaku utama harus 

berdaulat. Petani akan berdaulat jika 

mereka memiliki tanah, bukan 

bertindak sebagai buruh atau peng-

garap. Oleh karena itu, untuk menja-

min tegaknya kedaulatan pangan, 

akses kontrol petani kecil terhadap 

sumber daya produksi penting 

(tanah, air, benih, teknologi, dan 

finansial) harus dijamin lewat refor-

ma agraria. Selain itu, kedaulatan 

pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. Dalam lingkup 

lingkungan sosial ekonomi, negara 

perlu menjamin struktur pasar yang 

menjadi fondasi pertanian –baik 

pasar domestik maupun pasar dunia– 

merupakan struktur pasar yang adil.-

Petani juga perlu perlindungan atas 

berbagai kemungkinan rugi akibat 

bencana alam.Intinya adalah bahwa 

semua yang menambah biaya ekster-

nal petani, menurunkan harga rill 

produk pertanian, dan struktur yang 

menghambat kemajuan pertanian 

memerlukan landasan hukum yang 

kuat agar perlindungan petani bisa 

dilaksanakan sebagai kewajiban 

negara  (Khudori, 2014 :7).

Menurut Badan Pertanahan Nasi-

onal Republik Indonesia (BPN RI), 

tujuan dari pelaksanaan reforma 

agraria adalah: 

1. Mengurangi kemiskinan; 

2. Menciptakan lapangan kerja; 

3. Memperbaiki akses masyarakat 

kepada sumber-sumber ekonomi, 

terutama tanah; 

4. Menata ulang ketimpangan 

penguasaan pemilikan, penggu-

naan dan pemanfaatan tanah dan 

sumber-sumber agrarian; 

5. Mengurangi sengketa dan konflik 

pertanahan dan keagrariaan; 

6. Memperbaiki dan menjaga kuali-

tas lingkungan hidup; 

7. Meningkatkan ketanahan pangan 

dan energi masyarakat.

Pembangunan nasional yang 

berparadigma pertumbuhan ekonomi 

tidak selalu berkolerasi pada peme- 

rataan jika fondasi pertumbuhan 

disandarkan pada hutang serta 

investasi asing yang penuh spekulasi 

dan kerapuhan. Masalah angka per- 

tumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan serta pengangguran yang 

dihitung berdasarkan basis ekspor- 

import dan kenaikan investasi, hanya 

didominasi oleh sebagian kecil 

penduduk. Jika ditelaah dari angka 

kemiskinanrumah tangga di pede- 

saan, sampai sekarang, mayoritas 

orang miskin yang menetap di pede- 

saan dan bekerja sebagai petani 

dan/atau buruh tani.Pembangunan 

nasional harus disandarkan pada 

potensi nasional berupa melimpah- 

nya sumber kekayaan alam dan 

tenaga produktif manusia Indonesia. 

Potensi itulah yang kongkret meng-

gerakan roda perekonomian bangsa 

Indonesia. Hubungan manusia 

dengan alat produksi (kekayaan 

alam) harus diatur oleh Negara 

sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 

1945 dan UUPA.Demokrasi 

ekonomi harus sejalan dengan 

demokrasi politik.Tanpa pendistribu-

sian alat produksi bagi rakyat yang 

bersandar pada corak produksi agrar-

is, maka Indonesia kembali mempo-

sisikan diri ke dalam kerapuhan 

ekonomi. Sebagaimana prinsip 

Trisakti Kemerdekaan Sukarno 

(Soekarno, 1963). Trisakti adalah 

satu langgam gerak bersama, jika 

salah satu ditiadakan maka tujuan 

kemerdekaan tidak akan tercapai. 

Agar tidak menjadi setumpuk 

gagasan belaka, Trisakti mestilah 

menjadi tindakan konkret mengatasi 

problem kemerdekaan kita (Galih, 

2014).

Reforma agraria yang pernah 

dilaksanakan Sukarno pada tahun 

1960 melalui kelahiran UUPA 1960 

adalah salah satu program kebijakan 

utama sukarno yang konkret mewu-

judkan Trisakti kemerdekaan. 

Trisakti Kemerdekaan adalah 

bagaimana jalan kemerdekaan mesti 

ditempuh dengan sepaket prinsip 

yang tak terpisah-pisah, baik soal 

ekonomi, politik, dan mental kebu-

dayaan.Revolusi ekonomi, politik, 

dan budaya melalui satu paket 

program reforma agraria dapat 

menghantarkan Indonesia kembali 

pada posisi arah tujuannya, yaitu 

menuju tatanan masyarakat adil dan 

makmur sesuai cita-cita Proklamasi 

1945 (Galih, 2014).

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agrariaakan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Keadilan agraria itu sendiri dapat 

dimaknai sebagai suatu kondisi 

dimana struktur penguasaan tanah 

secara relatif tidak memperlihatkan 

ketimpangan, yang memberikan 

peluang bagi terciptanya penyebaran 

dan penguatan aktivitas perekonomi-

an rakyat yang berbasis di pedesaan, 

dan kemudian menjadi basis bagi 

partisipasi aktif  dan produktif bagi 

sebagian besar penduduk yang 

nyatanya bergantung pada aktivitas 

pertanian untuk terlibat dalam kegia-

tan pembangunan nasional, baik 

secara sosial, ekonomi, maupun poli-

tik. Itu sebabnya pula, sejak lama 

banyak ahli meyakini bahwa reforma 

agrariayang sejati akan memberikan 

kontribusi penting bagi proses 

demokratisasi pedesaan yang dalam 

konteks Indonesia adalah salah satu 

pangkalan penting bagi kehidupan 

sosial sebagian besar penduduknya.

Penutup

Kedaulatan pangan adalah hak 

setiap bangsa dan setiap rakyat untuk 

memproduksi pangan secara mandiri 

dan hak untuk menetapkan sistem 

pertanian, peternakan, dan perikanan 

tanpa adanya subordinasi dari kekua-

tan pasar internasional. Terdapat 

tujuh prasyarat utama untuk mene- 

gakkan kedaulatan pangan, antara 

lain adalah (1) Pembaruan Agraria; 

(2) Adanya hak akses rakyat terhadap 

pangan; (3) Penggunaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan; (4) 

Pangan untuk pangan dan tidak seka-

dar komoditas yang diperdagangkan; 

(5) Pembatasan penguasaan pangan 

oleh korporasi; (6) Melarang peng-

gunaan pangan sebagai senjata; dan 

(7) Pemberian akses ke petani kecil 

untuk perumusan kebijakan pertani-

an. Dari ketujuh prasyarat tersebut, 

tampak bahwa reforma agraria me- 

rupakan salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan. 

Oleh karena itu, maka mau tidak 

mau, Indonesia harus melaksanakan 

reforma agraria secara optimal dan 

terpadu.reforma agraria akan mem-

bawa Indonesia berdaulat pangan. 

Agar bisa berdaulat pangan, perta-

ma-tama petani sebagai pelaku 

utama harus berdaulat. Petani akan 

berdaulat jika mereka memiliki 

tanah, bukan bertindak sebagai buruh 

atau penggarap. Oleh karena itu, 

untuk menjamin tegaknya kedaula-

tan pangan, akses kontrol petani 

kecil terhadap sumber daya produksi 

penting (tanah, air, benih, teknologi, 

dan finansial) harus dijamin lewat 

reforma agraria. Selain itu, kedaula-

tan pangan akan tegak jika petani 

terlindungi dari sistem perdagangan 

yang tidak adil. 

Reforma agraria akan menghasil-

kan revitalisasi sektor pertanian dan 

pedesaan yang kokoh. Reforma 

agrariayang berhasil ditandai oleh 

kepastian penguasaan tanah yang 

menjamin penghidupan dan kesem-

patan kerja bagi petani, tata-guna 

tanah yang mampu memperbaiki 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pelestarian mutu lingkungan hidup, 

kedaulatan pangan, kemampuan 

produktivitas yang mampu membuat 

keluarga petani mampu melakukan 

re-investasi dan memiliki daya beli 

yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, 

sektor pertanian di Indonesia akan 

menjadi sandaran hidup mayoritas 

rakyat dan juga sekaligus penyokong 

industrialisasi nasional. Dengan 

demikian reforma agraria akan 

mewujudkan keadilan, kesejahteraan 

dan keamananan. Dengan kata lain 

bahwa tujuan pokok dari reforma 

agrariaadalah penciptaan keadilan 

sosial yang ditandai dengan adanya 

keadilan agraria (agrarian justice), 

peningkatan produktivitas, dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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